
WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWATIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOi'OR 1 TAHUN 20.18

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUI{AI

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2016 dan Tahun 2017 serta memperhatikan Surat Edaran. Menteri
Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang lmplementasi Transaksi
Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu
menetapkan lnstruksi Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai.

Mengingat : '1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomo l9 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20M tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negam
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Oaerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 fahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 20'12 (Lembar€n Negara Tahun 2012 Nomor 171
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

'l2.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor '138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
'123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

l4.Peraturan Pemerintah Nomor'12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

'15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20'11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomo|l99);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310);
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standart Akunlansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomot 1425)l

'lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Tahun 2017 Nomo l067);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomo|l2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomorl0);

MENGINSTRUKSIKAN :

l. Para Asisten Sekrctariat Daerah Kota Surabaya;

2. Peiabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Surabaya;

3. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Para Kepala Perangkat Daerah, agar :

1. Mengutamakan mekanisme non tunai untuk penerimaan pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan
oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan

2. Mengutamakan mekanisme non tunai untuk pengeluaran belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Dalam hal pertimbangan keterbatasan infEstruktur maka pelaksanaan
penerimaan pendapatan dan/atau pengeluaran belanja Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana disebutkan
dalam diktum KESATU dilakukan secara bertahap.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar segera menyiapkan
Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

KETIGA
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KEEMPAT Pata Asisten Sekretariat Daerah Kota Surabaya agar
mengkoordinasikan dan memantau petaksanaan dari tnstrutJi WatiiiL
rnr sesuar dengan tugas dan fungsinya.

lnstruksiWalikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2918

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
2. lnspektur Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Jrur.-i


